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Fungsi Kesejahteraan Sosial meliputi pencegahan, rehabilitasi, 

pemberdayaan, perlindungan sosial, pemberian bantuan dan jaminan 

kesejahteraan sosial. Terkait dengan itu pelayanan kesejahteraan Sosial yang 

diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) diharapkan 

dapat meningkatkan fungsi sosialnya, yang pada gilirannya dapat menyediakan 

aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, guna mencapai taraf 

kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya. 

Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki arti strategis bagi 

pembangunan daerah. Setidaknya ada empat fungsi penting pembangunan 

kesejahteraan sosial bagi keberlanjutan pembangunan di daerah. 

a.  Mempertegas peran penyelenggara negara dalam melaksanakan mandat 

‘kewajiban negara’ (state obligation) untuk melindungi warganya dalam 

menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomi yang tidak terduga (sakit, bencana 

alam, krisis) dan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan berkualitas. 

b.  Mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata, hal ini telah menjadi 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang keadilan yang berkeadilan 

(justice for all). Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilandasi prinsip 

solidaritas dan kesetiakawanan sosial pada dasarnya merupakan sarana 

redistribusi kekayaan suatu daerah dari kelompok berpenghasilan kuat 

(pengusaha, penguasa, pekerja mandiri) kepada masyarakat berpenghasilan 

rendah. Melalui mekanisme perpajakan, pemerintah daerah mengatur dan 

menyalurkan sebagian PAD-nya untuk menjamin tidak adanya warga 

masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan oleh derap pembangunan. 

c.  Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kesejahteraan sosial 

memberi kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja, stabillitas sosial, 

ketahanan masyarakat, dan ketertiban sosial yang pada hakekatnya 

merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi, 

program perlindungan anak atau pelatihan remaja putus sekolah 

memperkuat persediaan dan kapasitas angkatan kerja dalam memasuki 

dunia kerja. Stabilitas sosial merupakan fondasi bagi pencapaian 

pertumbuhan ekonomi karena masyarakat yang menghadapi konflik sosial 

sulit menjalankan kegiatan pembangunan. 

 



d.  Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (Human Development 

Index). Fokus pembangunan sosial adalah pada pembangunan manusia dan 

kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan masyarakat, khususnya 

penduduk miskin. 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14  tahun 2016 

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Tipe A Daerah 

Kabupaten/Kota, bahwa Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial meliputi : 

a. Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial dengan 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan 

dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam; 

2. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan 

dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial; 

3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan 

dan evaluasi jaminan sosial keluarga; 

4. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan 

dan jaminan sosial; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

b. Rehabilitasi Sosial 

Melaksanakan tugas rehabilitasi sosial dengan menyelenggarakan  fungsi : 

1. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan 

dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga; 

2. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan 

dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti 

dan/atau lembaga; 

3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan 

dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang 

di luar panti dan/atau lembaga; 

4. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan 

dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau 

lembaga; 

5. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk 

dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; 

6. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk 

dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; 

7. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi 

sosial di luar dan/atau lembaga; 

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

 

 

 



c. Pemberdayaan Sosial 

Melaksanakan tugas pemberdayaan sosial dengan menyelenggarakan fungsi : 

1. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan 

dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan 

kelembagaan masyarakat; 

2. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan 

dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil; 

3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan 

dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, 

kesetiakawanan, dan restorasi sosial; 

4. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan 

dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial; 

5. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pemberdayaan sosial; dan 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

d. Penanganan Fakir Miskin 

Melaksanakan tugas penanganan fakir miskin dengan menyelenggarakan 

fungsi : 

1. Kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi 

penanganan fakir miskin pedesaan; 

2. Kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi 

penanganan fakir miskin perkotaan; 

3. Kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi 

penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar 

negara; 

4. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota 

7. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pemberdayaan sosial; dan 

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. 


